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Penelitian ini dilatarbelakangi adanya keresahan banyaknya kasus tindak
pidana yang dilakukan oleh aparat kepolisian baik tindak pidana di dalam
kewenangan jabatan maupun diluar kewenangan jabatan. Pengaturan pemberatan
pidana pada pejabat sudah termuat dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tetapi, pasal 58 poin (a) hanya
mengatur mengenai pemberatan pidana pada pejabat yang melakukan Tindak
Pidana karena jabatan. Oknum kepolisian yang melakukan tindak pidana diluar
kewenangan jabatan, akan mendapat sanksi kode etik polri dan mendapat hukuman
pidana layaknya masyarakat sipil. Tidak ada pemberatan pidana, karena oknum
kepolisian tersebut melakukan tindak pidana diluar kewenangan jabatan yang tidak
diatur dalam pasal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa konsep keadilan tidak
diterapkan.

Rumusan dalam penelitian ini adalah : 1) Apa urgensi dari adanya
pemberatan sanksi pidana bagi aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana? 2)
Bagaimana desain ideal pengaturan tentang pemberatan sanksi pidana bagi aparat
kepolisian yang melakukan tindak pidana?

Tujuan Penelitian ini 1) Untuk mengetahui urgensi adanya pemberatan
sanksi pidana bagi aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana. 2) Untuk
mengetahui bagaimana desain ideal pengaturan tentang pemberatan sanksi pidana
bagi aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana. Jenis penelitian ini adalah
penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan,
pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Urgensi adanya desain
ideal pengaturan pemberatan pidana bagi aparat kepolisian terdiri dari tiga
landasan, yaitu landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan sosiologis. Tiga
landasan ini menjadi faktor utama perlunya pengaturan pemberatan pidana lebih
lanjut untuk mengakomodir aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana. 2)
Melihat perbandingan kelebihan dan kelemahan dari beberapa regulasi terkait
pemberatan pidana, peneliti sendiri lebih condong pada rekomendasi penambahan
sub bab yang dikhususkan untuk aparat kepolisian pada pasal 58 poin (a) Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana.
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This research was motivated by the unrest of the many cases of criminal acts
committed by police officers, both criminal acts within the authority of the office
and outside the authority of the office. The regulation of criminal punishment on
officials has been contained in article 58 of Law Number 1 of 2023 concerning the
Criminal Code. However, article 58 point (a) only regulates criminal charges on
officials who commit criminal acts because of office only. Police officers who
commit crimes outside the authority of the office will be sanctioned by the police
code of ethics and receive criminal punishment like civilians. There is no criminal
offense, because the police officer committed a crime outside the authority of the
office that is not regulated in the article. This shows that the concept of justice is
not applied.

The formulation in this study is: 1) What is the urgency of imposing criminal
sanctions for police officers who commit criminal acts? 2) What is the ideal design
of arrangements on imposing criminal sanctions for police officers who commit
criminal acts? The purpose of this study 1) To determine the urgency of imposing
criminal sanctions for police officers who commit criminal acts. 2) To find out how
to design ideal arrangements regarding the imposition of criminal sanctions for
police officers who commit criminal acts. This type of research is normative
juridical legal research with a statutory approach, conceptual approach, and case
approach.

The results of this study show that: 1) The urgency of the ideal design of criminal
punishment arrangements for police officers consists of 3 foundations, namely
philosophical foundations, juridical foundations, and sociological foundations.
These three foundations factor into the need for further criminal aggravation
arrangements to accommodate police officers who commit crimes. 2) Looking at
the comparison of the advantages and disadvantages of several regulations related
to criminal punishment, the researcher himself is more inclined to the
recommendation of adding a subchapter specifically for police officers in article 58
point (a) of Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2023 concerning the
Criminal Code.
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